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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Hasil analisis menghasilkan kesimpulan mengenai bagaimana menilai 

tingkat efisiensi anggaran perjalanan Sekretariat Jenderal DPRRI: 

1. Faktor -faktor Penyebab efisiensi penggunanan anggaran belanja perjalanan 

dinas 

a. Anggaran 

Berdasarkan temuan tersebut, Dalam efisiensi anggaran belanja pada 

perjalanan dinas di sekjen dpr ri dapat menfokuskan kepada perbaikan 

sarana dan prasarana supaya lebih optimal sehingga aktivitas anggaran 

belanja dapat ditingkatkan, namun penelitian ini menunjukan bahwa 

faktor dari efisiensi anggaran secara keseluruhan dapat dikatakan 

efisiensi karena sekjen dpr ri sudah melakukan dengan baik 

b. Faktor Perencanaan 

Faktor-faktor yang paling dominan yang menetukan efesiensi anggaran 

belanja langsung ada pada fase perencanaan anggaran dapat 

menfokuskan dalam proses keterlambatan jadwal supaya cairan anggaran 

belanja lebih tepat waktu supaya agar ditingkaktkan lebih efekti, namun 

penelitian ini menunjukan bahwa faktor dari faktor perencanaan 

anggaran secara keseluruhan dapat dikatakan efektif  dan efisien 

c. Faktor Administrasi 

Faktor-faktor yang paling dominan yang menetukan efesiensi anggaran 

belanja langsung ada pada fase adminstrasi anggaran dapat menfokuskan 

dalam proses mekanisme pembayaran supaya proses pembayaran  

anggaran belanja lebih efisiensi tanpa harus menggunakan uang cash atau 

tunai supaya agar ditingkaktkan lebih efekti, namun penelitian ini 

menunjukan bahwa faktor dari faktor administrasi anggaran secara 

keseluruhan dapat dikatakan efektif  dan efisien 
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d. Faktor Kurang optimal kartu kredit pemerintah 

Penggunaan kartu kredit pemerintah dalam pengelolaan anggaran 

perjalanan dinas di Sekjen DPR RI masih menghadapi berbagai kendala 

dan tantangan. Keterbatasan integrasi, kendala pengendalian anggaran, 

kompleksitas administrasi, ketidakcocokan kebijakan, keterbatasan 

pemahaman pengguna, dan hambatan teknologi adalah beberapa faktor 

utama yang menyebabkan kurang optimalnya penggunaan kartu kredit 

pemerintah. Melalui langkah-langkah perbaikan dan pengembangan 

yang tepat, penggunaan kartu kredit diharapkan dapat menjadi lebih 

efektif dan efisien, mendukung tujuan utama dalam pengelolaan 

anggaran perjalanan dinas dengan lebih baik. 

Bagaimana pengembangan kerja sama dalam usaha  

1) PT Garuda Indonesia menawarkan berbagai dukungan operasional 

yang memfasilitasi perjalanan dinas, termasuk layanan pelanggan 

yang responsif, asisten perjalanan, dan prioritas dalam proses di 

bandara. Dukungan ini memastikan bahwa perjalanan dinas 

berjalan lancar dan efisien, serta mengurangi potensi masalah yang 

dapat menghambat kegiatan. 

2) Kerja sama dengan PT KAI memastikan perjalanan dinas 

dilakukan dengan tingkat kenyamanan dan keselamatan yang 

tinggi. PT KAI menyediakan fasilitas yang memadai serta standar 

keamanan yang ketat untuk memastikan kenyamanan dan 

keamanan, Kerja sama ini diharapkan dapat terus berkembang dan 

memberikan manfaat optimal dalam mendukung kegiatan 

perjalanan dinas DPR RI. 

3) Pengembangan kerja sama dengan penyedia penginapan hotel 

telah memberikan berbagai manfaat bagi Sekjen DPR RI, termasuk 

kemudahan akses dan pemesanan, efisiensi pengelolaan anggaran, 

fleksibilitas dalam penjadwalan, kenyamanan dan kualitas layanan, 

serta dukungan operasional khusus. 
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2. Bagaimana meningkatkan efisiensi Penggunan Anggaran belanja 

Perjalanan Dinas pegawai Di Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Dalam penggunanan anggaran belanja langgsung pada perjalanan dinas di 

Bagian Administrasi Keuangan setiap tahun mengalami perubahan, pada 

tahun 2017 tingkat efisiensi yang cukup besar sebesar 95,91%, untuk itu 

termasuk kriteria kurang efisein dan di rasio 90% sd 100%. Pada tahun 2018 

tingkat efisien mengalami penurunana menjadi 89,47% dan termasuk rasio 

80% sd 90% termasuk kriteria cukup efisien. Pada tahun 2019 tingkat 

efisien menjadi naik sebesar 92,64% dan termasuk rasio 90 -100 %Secara 

keseluruhan, Pada tahun 2023 tingkat efisien menjadi naik sebesar 41,85% 

dan termasuk rasio di bawah 60 % dan tahun 2024 tingkat efisien sebesar 

11,85% dan termasuk rasio di bawah 60 %. Penggunan anggaran belanja 

langgsung pada perjalanan dinas pegawai di bagian administrasi keuangan 

Sekretariat Jenderal DPRRI tingkat efisien terus mengalami kenaikan setiap 

tahun tingakat efisiensi diatas 60% sd 100% dan di bawah 60 % masuk pada 

kategori berbeda-beda setiap tahunya. 

3. Bagaimana pengembangan kerja sama dalam usaha  

a. PT Garuda Indonesia menawarkan berbagai dukungan operasional yang 

memfasilitasi perjalanan dinas, termasuk layanan pelanggan yang 

responsif, asisten perjalanan, dan prioritas dalam proses di bandara. 

Dukungan ini memastikan bahwa perjalanan dinas berjalan lancar dan 

efisien, serta mengurangi potensi masalah yang dapat menghambat 

kegiatan. 

b. Kerja sama dengan PT KAI memastikan perjalanan dinas dilakukan 

dengan tingkat kenyamanan dan keselamatan yang tinggi. PT KAI 

menyediakan fasilitas yang memadai serta standar keamanan yang ketat 

untuk memastikan kenyamanan dan keamanan, Kerja sama ini 

diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat optimal 
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dalam mendukung kegiatan perjalanan dinas DPR RI. 

c. Pengembangan kerja sama dengan penyedia penginapan hotel telah 

memberikan berbagai manfaat bagi Sekjen DPR RI, termasuk 

kemudahan akses dan pemesanan, efisiensi pengelolaan anggaran, 

fleksibilitas dalam penjadwalan, kenyamanan dan kualitas layanan, 

serta dukungan operasional khusus. 

B. Saran  

1. peningkatan efisiensi Penggunan Anggaran belanja Perjalanan Dinas 

pegawai Di Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

a) Meningkatkan infrastruktur teknologi yang mendukung sistem pembayaran 

digital. Ini termasuk memastikan jaringan internet yang stabil dan cepat, 

serta menyediakan akses yang mudah dan luas ke perangkat seperti 

smartphone atau komputer 

b) Mengurangi kesalahan administrasi, mempermudah pelacakan pengeluaran, 

dan mempercepat proses pengajuan dan persetujuan perjalanan dinas. 

c) Mengembangkan aplikasi pembayaran seperti user-friendly dan dapat 

diakses oleh semua kalangan. Aplikasi tersebut harus mudah digunakan, 

memiliki fitur-fitur yang lengkap, dan mendukung berbagai jenis transaksi 

seperti pembayaran tagihan, transfer uang, dan pembelian online.  

d) Penetapan sasaran rencana belanja harus memperhatikan penegasan jadwal 

pada perjalanan supaya tidak ada jadwal yang terlambat. 

2. Bagaimana Manfaatkan kerja sama dunia usaha  

a) Saran yang dapat diberikan bagi Bagian Administrasi Keuangan Sekretariat 

Jenderal DPRRI yaitu diharapkan dapat meningkatkan koordinasi yang baik 

dengan pemerintah daerah dalam kerja sama dunia bisnis dan program 

kegiatan maupun kerja sama  harus tercipta transparansi mewujudkan 

kesejahteraan Masyarakat daerah seperti wisata, umkm, dan hotel. 

b) Kembangkan modul integrasi API yang memungkinkan sinkronisasi data 

antara sistem kartu kredit dan sistem keuangan. 
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c) Melakukan kerjasama sama pihak bank terkait 
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